
WALIKOTA PALEMBANG 

PERATURAN WALlKOTA PALEMBANG 

NOMOR ~3 TAHON 2013 

TENTANG 

PENGGUNAAN LABA BERSJB PADA 
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUSI PALEMBANG 

WALIKOTA PALEMBANG, 

Menimbaog : a. babwa untuk melaksanakao keteoLuan dalarn Pasal 20 
Peraturan Daerah Kotamadya Da,::rah Tlogkat rr Palembang 
Nomor l/Perda/Huk/1976 tentang Pendirian Perusahaan 
Daerab Air Minum Kotamadya Daerab Tingkat II Palembang 
serta dalam rangka pengelolaan keuangan perusahaan efisien, 
efektif, transparan dan bertanggung jawa.b sesuai dengan asas 
keadilan dan kepatutan serta imtuk menghindari adanya 
perbedaan penafsiran dalam merealisasikan penggunaan laba 
oersi,li, maka perlu diatur petunjuk teknis _penggunaan laba 
bersih; 

Mengingat 

b. bahwa bt:rdasarkan perw:nbaugan aebagairnana dima.k:sud 
dalam hurµf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 
Penggunaan Laba Bersih Pada Perusabaan Daerah Air Minum 
Tirta Musi Palembang. 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan 
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia. TahWl 1962 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2387); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Ta.bun 2004 lentaog Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 12_5, Tambahan Lembaran Negara RepUbllk Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah tera.khir kali dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 'rahun 2004 lentang 
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Lndoncsia 
Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik 
lndone~-ia Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Periinbangari 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Peme.rintahan 
Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah1..m 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 4438); 



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenta.ng Pembentukan 
J?eraturan Perunda:ng-w1dangan (Lemb~ Negara. Republlk 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Yndonesia Nomor 5234); 

5. Peratura.n Pcmerintah Nomor ~8 Tahun 2007 tencang 
Pembagian Urn~ Pe:m~rintahan Antara Pemer i:ntah, 
Pemerintahan Daerah Prov.i.usi dan Pemenntahan Da_eral1 
Kabupaten/ Ko1.a (Lembaran Negara Repnblik Lndonesia Tahun 
2 007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

6. Peraturan Daerah Kotarnadya Daeroh Tingkat 11 Palembang 
l'.lomor 1 / Perda/Huk/ 1976 teotang Pendirian Perusahaan 
Daeral:i Air Minl..lm Tirta Musi Kotamadya Daer.ah Tingkat ll 
Palembang; 

7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 
tenlang Urus.an Pemerintahan Kota. Palembang (Lembarau 
Dacrah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6). 

?dEMUTOSKAN : 

Menetapkan: PGRATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN LABA BERSI ,1-1 
PADA PERUSAHMN - DAERAA AfR MlNUM Tll(!'A MUSI 
PALEMBANG 

BABl 
Kl<,'TENTUAN UMUM 

Pasa.l l 

Dalam peralutan ini, yang dimaksud dengan : 

J. Walikota adalah Walikota Palembang. 

2. Dewan Pcngawas adal:ah Dewan 'Pcngawas P:QAM Tirla Musi Palembang. 

3. D.ireksi adalah Direksi PDAM Tirta Musi_ P~cmbang. 

4. Perusahaan Dae_rah Air Minum Tirta Musi Palembang yang selanjutnya 
disingkat PDAM Tina Musi Palembang aclalah Perusahaan Daerah MiHk 
Pernecintah l<ota Palernbai1g yang bergerak dj bidang pelayanan au· minum. 

5 . Pegawa1 adalah karyawan PDAM 'firta. Musi Palembang. 

6. l .aba bersih adalah keuntungan yang dihitung-secara ekonomi perusahaan, 
se~I$ dilrurangi dengar\ Pajak Penghasilan Perusahaan dan cada:igan 
tujuan yang wajar da.la,m perusahaan setelah diaudit oleh Akunran Publik. 



7. Ja.sa Pto:duksi adalah bagian laba bersih setelal1 diku.rangi deng~ 
penyusulan, caaangan tujuan da.n pengura.ngan yang wajar dalam 
perusahaan. 

BAB II 
PENGGUNMN LABA BERSLH. 

PasaJ 2 

Dalam hal PDAM 1'irta Musi Palembang memperol~h k~unlungan, maka 
penggonaan dan besamya pembagian laba bersih diatur scbagai berikut : 

1. Dana Pembang.unan Daer.ah sebesar 30% (tiga puluh per seratus). yairu dana 
untuk pembangunan daerall yang sepenu.hnya digunakan bagi 
peugcmbangan ~ktor air beTsih. 

2.. Anggaran Belanja Daerah sebesar 25% (dua puluh lima pc.rseratu.s) yaitu 
sumbangan kepada Pemerintah Kot.a Palembang yang. diberikan melalu.i 
Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dae.rah. 

3 . Cadangan Umum sebesar 10% (sepuluh perseratus), dimaksudkan untuk 
menampung ha.1-hal dan k~jadian yang lidak dapal diprediksi sebelumnya 
atau koreksi-koreksi akuutansi dan dapat juga dipergunakan untu.k 
keperluan invest:asi kembali (Reinvestment) berupa penambahan ~ningkatan 
perluasan prasarana dan sarana Sistem Peny¢diaan Air Minum (SPAM) baik 
lisik maupun non fiflk serta peningkata.n kuaJitas pelaynnan kepada 
masyatakaL 

4. Sosial dan Pendidika.n scbcs{U" 7,5% (tujuh koma lima pen.eratu!:i) 
dimaksud.kan unruk kepentingan dan kepedulian sosial perusahaan anta.ra 
lain untuk mempertinggi muiu kesehatan dan rneningkatkan pendidikan 
karyawan dan ma:.ya.ra.kat. 

5. Ja:.a Produksi sebesar 20% (dua puluh perseratus), dimaksudkan untu.k 
memberikan pengbargaa.n kepada pegawai/pekerja karyawa.n karena hasil 
pekerjaannya yang sangat dihargai oleh konsumen sehingga perusahaan 
memperoleh laba: 

6. Sumbangan dana pcnsiun d,:in sokongau sebesar 7,5% (lujuh koma lirna 
perseratus), yang djgunakan uutu.k pembayaran premi atau rnenulupi 
kekurangau premi karyawan yallg a.lean pensiun scrra banruan sosial kepada. 
c.alon karyawan yan~ bclum dimasukkan kedalam program dana pen~iun. 

(]) 

Pasal 3 

Dana Pemhangunan Daerab sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka l 
tc.rsebuc disetorka:n oleh PDAM Ti.rt;a MU$i Palembang Ke Kas Umum 
Daerah Pemerintah Kota Palembang melalui Aggaran Pentlapatan clan 
Belanja Daerah. 

(2) Pemerinrah Kot.a. setiap lahunnya wajib mengangarkan sebesar da.na yang 
disetor sebagairoana dimaksud ayat (1) bagi PDAM Tirta Musi pad~a APBD 
Kota Palembang untuk penambahan/ peningkatan perluasan sarana/ 
prasarana d-a~ Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) baik usik. maupun 
non fisik guna pcilingkatan kualitas peJayanan kepada masyarakaL 



(3) Dana sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku sebagai penyertaan modal 
dari Pemerintab Kota Palembang kepada PDAM Tirt.a M·usi sesuai 
· ket.entuan yang berlaku. 

Pasal 4 

Jasa produksi sebagairoana dimaksud dalam Paso.I 2 anglca ·s penggunaan ·dan 
besamya d.iatur sebagai berikut : 

a. Dircksi dan Dewan Pengawas memperoleh bagian Jasa Produksi palirlg 
bany~ sebesar. 17,S % -(tujtlh belas koma Jima persemtus) de.n dibagi 
secara proposional 

b. Pcg.awai memperolch bagian dari Jasa Produksi sebesar 82,5% (delapan 
puluh dua koma lima perseratus) clan dibagi secara proposfonaf yang 
dltctapkan dengan Keputusan Di.reksi. 

BAB ID 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal5 

Hal-hal yang belum dlatur dalam peraturan ini scpan}ang mengcnai ,teknis 
pelakaaoaao diatur lc~ih lanjut oleh Dircksi. 

Pasal6 

Pwlturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangk:an. 

~ - setiap omng mengetahuinya, memerintabkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini deng;:m penempatannya dafam Lembaran Daerah Kota Palembang 

Ditetapkan di Palembang 
pada tanggal 10 'qtl~ 2013 • 

PAJ,BVRAlln, 

01\wd.Mgko.n di palanbang • 

Jl.C
Pada ta.Dglls ~ - -io1-; 

HO 

BBSUT'A DA8RAH KOTA PALBMHAN<l 
TAffltN2013 MOMOR 7Y 


